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BAB 5
PENUTUP

Kesimpulan

PKPA di apotek Duta Sehat Pandaan JI. Jaksa Agung Suprapto No.

55, Pasegan, Sumber Gedang, Kec. Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur,

dilaksanakan secara offline pada tanggal 29 September hingga 01 November

2025. Berdasarkan hasil PKPA ini, maka didapatkan beberapa kesimpulan

sebagai berikut:

1.

Apotek berperan penting dalam melaksanakan pelayanan
kefarmasian di lingkup masyarakat khususnya dalam pengelolaan
sediaan farmasi, alkes, BMHP serta pelayanan farmasi Kklinis
lainnya.

Kegiatan PKPA di apotek Duta Sehat Pandaan menjadi bekal dalam
bentuk pengetahuan, keterampilan dan pengalaman bagi calon
apoteker.

Kegiatan PKPA di apotek Duta Sehat Pandaan memberikan
gambaran nyata mengenai pekerjaan kefarmasian yang ada di
apotek.

Kegiatan PKPA ini menjadi persiapan calon apoteker ketika akan
memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang profesional.
Kegiatan PKPA ini memberikan kesempatan kepada calon apoteker
untuk melihat dan mempelajari strategi yang dapat dilakukan untuk

pengembangan praktek kefarmasian di apotek.

Saran
Calon apoteker diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan

kesiapan diri dengan memperdalam pengetahuan mengenai
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peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan
pelayanan kefarmasian, khususnya yang mengatur tentang apotek
serta pengelolaan obat-obatan seperti narkotika, psikotropika,
prekursor, dan (obat-obat tertentu).

Calon apoteker perlu memahami karakteristik bahan aktif obat,
termasuk cara penggunaan, dosis yang tepat, serta pemilihan obat
yang sesuai saat memberikan layanan swamedikasi.

Calon apoteker juga diharapkan dapat berperan aktif dalam
pelaksanaan pelayanan resep, baik dalam hal pemeriksaan,

penyiapan, maupun pemberian informasi obat kepada pasien
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